
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang 
Baik  (Good Governance) 

IK : 
Indeks RB

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 
IK : 

Nilai SAKIP

Meningkatkan Pembangunan Kepemudaan 
IK : 

Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi 
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Meningkatnya partisipasi organisasi kepemudaan dan 
kewirausahaan

IK :
- Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif

- Persentase Wirausaha Muda

Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya 
Saing Kepemudaan

IK :
Persentase Peningkatan Kapasitas Pemuda dan 

Organisasi Kepemudaan

Meningkatnya Pembinaan Organisasi Kepramukaan
IK :

Persentase Pembinaan Organisasi Kepramukaan

Meningkatnya Pengembangan Kapasitas 
Wirausaha Muda

IK :
Presentase Peningkatan Kapasitas Wirausaha 

Muda

Peningkatan Pelaksanaan Koordinasi Strategis
Lintas Sektor Penyelenggaraan

Pelayanan Kepemudaan Melalui
Implementasi Rencana Aksi

Daerah/RAD Tingkat
Kabupaten/Kota

IK : 
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi

Strategis Lintas Sektor
Penyelenggaraan Pelayanan

Kepemudaan Melalui Implementasi
Rencana Aksi Daerah/RAD
Tingkat Kabupaten/Kota

Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota   
IK : 

Jumlah Pemuda yang mengikuti Pelatihan kewirausahaan

Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah  
IK : 

Jumlah Organisasi Pramuka yang dibina



Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah Yang Baik  (Good Governance) 

IK : 
Indeks RB
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Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing 
Keolahragaan

IK :
Persentase Sarana dan Prasarana Keolahragaan yang 

diadakan

Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan 
Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana 

Olahraga 
IK : 

Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan 
Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga

Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan 
Organisasi Olahraga

IK :
Persentase Pembinaan Olahraga Prestasi

Meningkatnya Kerja Sama Organisasi 
Keolahragaan

IK :
Persentase Peningkatan Kerja Sama Organisasi 

Keolahragaan

Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing 
Kepemudaan

IK :
Persentase Sarana dan Prasarana Kepemudaan yang 

diadakan

Peningkatan Pembinaan Organisasi Keolahragaan
IK : 

Jumlah Peningkatan Pembinaan Organisasi 
Keolahragaan

Terlaksananya Kerjasama Organisasi Keolahragaan 
Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait   

IK : 
Jumlah Kerjasama Organisasi Keolahragaan

Terlaksananya Perencanaan, Pengadaan, 
Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan 

Prasarana dan Sarana Kepemudaan 
IK : 

Jumlah Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, 
Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana 

Kepemudaan

Menigkatnya Prestasi Cabang Olahraga
IK :

- Persentase Cabang Olahraga Yang Berprestasi
- Persentase Sarana dan Prasarana Pemuda dan 

Olahraga yang Layak Fungsi

Meningkatkan Pembangunan Kepemudaan 
IK : 

Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 
IK : 

Nilai SAKIP
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Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi 
Perkantoran

IK :
- Persentase Kelengkapan Pelayanan Administrasi

- Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana 
Aparatur Sesuai Standar

- Persentase Keselarasan Renja PD Terhadap RKPD
- Persentase Keselarasan Renstra PD Terhadap 

RPJMD
- Capaian Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah

- Capaian LPPD Perangkat Daerah
- Capaian SPIP Perangkat Daerah

- Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan 
dan Barang Sesuai SAP

Terlaksananya Rencana Program Kerja Sub 
Bagian Umum dan Kepegawaian Berdasarkan 
Peraturan yang Berlaku Sebagai Bahan Acuan

IK :
Jumlah Rencana Program Kerja Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian

Tersedianya Bahan Koordinasi Kegiatan 
Administrasi Umum, Kepegawaian, 

Perlengkapan, Pemeliharaan, Hukum dan 
Kehumasan Dengan Instansi Terkait 

Berdasarkan Peraturan Untuk Optimalisasi 
Tugas

IK :
Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Umum, 

Kepegawaian, Perlengkapan, Pemeliharaan, 
Hukum dan Kehumasan

Terlaksananya Penyusunan Dokumen 
Perencanaan dan Penganggaran Perangkat 
Daerah yang Sesuai Tahapan dan Tata Cara 

Penyusunannya
IK :

Jumlah Dokumen Perencanaan dan 
Penganggaran Perangkat Daerah

Terlaksananya Penyusunan Dokumen Laporan 
Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan 
Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang 

Sesuai Format dan Tepat Waktu
IK :

Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah

Terlaksananya Penyusunan Dokumen Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP) Perangkat Daerah yang Sesuai Dengan 
Format dan Tepat Waktu

IK :
Jumlah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP)

Terlaksananya Penyusunan Dokumen Laporan 
Penyelenggaraan Pembangunan Pemerintahan 
Daerah (LPPD) yang Sesuai Format dan Tepat 

Waktu
IK :

Jumlah Dokumen Penyelenggaraan 
Pembangunan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Terlaksananya Penyusunan Dokumen Laporan 
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) 

yang Sesuai Format dan Tepat Waktu
IK :

Jumlah Penyusunan Dokumen Laporan Sistem 
Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Terlaksananya Laporan Keuangan yang 
Sesuai Dengan Format dan Tepat Waktu

IK :
Jumlah Laporan Keuangan

Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah Yang Baik  (Good Governance) 

IK : 
Indeks RB

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 
IK : 

Nilai SAKIP

Meningkatkan Pembangunan Kepemudaan 
IK : 

Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
IK :

- Predikat SAKIP

Terlaksananya Penyusunan Catatan 
Akuntansi Laporan Keuangan (CALK) yang 
Sesuai Dengan Format dan Tepat Waktu

IK :
Jumlah Penyusunan Catatan Akuntansi 

Laporan KeuanganTerlaksananya Kegiatan Pengadministrasi 
Umum Secara Optimal

IK :
Jumlah Dokumen Kegiatan Pengadministrasi 

Umum

Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan 
Kepegawaian yang Optimal

IK :
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IK :
Jumlah Dokumen Kegiatan Pengelolaan 

Kepegawaian

Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik 
Daerah Pada SKPD

IK :
Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik 

Daerah Pada SKPD


